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ABSTRACT 

 

This study aims to describe the implementation of community empowerment 

programs in developing tourism potential in Kalurahan Banjarasri, analyze the 

factors affecting their suboptimal implementation, and formulate optimization 

efforts. The study employed a descriptive qualitative method, with data collected 

through interviews, observation, and documentation. The informants included the 

village government, BUMDes, Pokdarwis, the Tourism Office, community leaders, 

and local residents. Data were analyzed interactively through data collection, 

reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the 

community empowerment program in developing tourism potential in Kalurahan 

Banjarasri has been implemented, but it has not yet been implemented optimally 

or evenly across tourism locations. This condition is influenced by uneven 

community capacity and participation, weak governance and institutional 

arrangements, a lack of continuity in tourism management, and limited resource 

support. Optimization efforts need to focus on strengthening community capacity, 

improving institutional arrangements and stakeholder coordination, developing 

supporting facilities, and strengthening sustainable Community-Based Tourism 

practices. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan penting dalam 

pembangunan desa karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan dipahami sebagai proses yang 

membuat masyarakat menjadi lebih berdaya, yaitu memiliki kemampuan untuk 

bertindak, berpartisipasi, dan mengembangkan berbagai aspek kehidupannya. 

Proses tersebut tidak berlangsung secara otomatis, tetapi memerlukan keterlibatan 

aktif masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih efektif dan 

berkelanjutan (Margayaningsih, 2018). 

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat memiliki 

landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat 

merupakan bagian penting dalam tata kelola desa. Ketentuan ini menunjukkan 

bahwa desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai 

ruang pembangunan yang memberi tempat bagi masyarakat untuk berperan aktif 

dalam mengelola potensi wilayahnya. 

Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam 

kerangka pemberdayaan masyarakat desa adalah sektor pariwisata. Kepariwisataan 

tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kunjungan 

wisatawan, tetapi juga sebagai sarana untuk membuka peluang usaha, menciptakan 

lapangan kerja, dan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Hal ini 

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

yang menekankan pembangunan kepariwisataan secara komprehensif dan 

berkelanjutan, termasuk pemberdayaan usaha masyarakat dan penguatan sumber 

daya manusia di sekitar destinasi wisata. 

Pengembangan desa wisata pada dasarnya dapat menjadi sarana yang 

menghubungkan potensi lokal dengan pemberdayaan masyarakat. Melalui 

pendekatan Community-Based Tourism, masyarakat lokal tidak hanya ditempatkan 

sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku penting dalam pengelolaan 
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dan pengembangan wisata. Dengan demikian, pariwisata berbasis masyarakat dapat 

menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal apabila dikelola secara partisipatif, 

terarah, dan berkelanjutan (Rahayu dkk., 2017). 

Meskipun demikian, keberadaan potensi wisata tidak secara otomatis 

menjamin bahwa pemberdayaan masyarakat akan berjalan optimal. Dalam 

praktiknya, berbagai program pemberdayaan masih menghadapi hambatan, baik 

dari sisi pelaksanaan, pendampingan, maupun pemahaman para pelaksana terhadap 

tujuan program itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 

program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya kegiatan, 

tetapi juga oleh kualitas proses, arah program, dan konsistensi pelaksanaannya di 

lapangan (Muslim, 2017). 

Dalam konteks kelembagaan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

dapat menjadi instrumen penting dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal, 

termasuk sektor pariwisata. Keberadaan BUMDes memberi peluang bagi desa 

untuk mengelola usaha secara lebih terstruktur, memiliki arah pengembangan yang 

lebih jelas, serta membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. Berdasarkan 

peraturan yang berlaku, posisi tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengatur pendirian, 

organisasi, modal, unit usaha, hingga pembinaan dan pengembangan BUMDes. 

Pemilihan judul “Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pengembangan Potensi Pariwisata di Kalurahan Banjarasri” dilatarbelakangi oleh 

adanya kesenjangan antara beragamnya potensi pariwisata yang dimiliki Kalurahan 

Banjarasri dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang masih 

memerlukan penguatan. Kalurahan Banjarasri memiliki potensi wisata alam, religi, 

budaya, dan ekonomi kreatif yang berpeluang dikembangkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung 

oleh keterlibatan masyarakat yang merata, pengelolaan yang terkoordinasi, 

kelembagaan yang kuat, serta pelaksanaan kegiatan wisata yang konsisten dan 

berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi 

bukan terletak pada ketiadaan potensi pariwisata, melainkan pada bagaimana 

program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan agar potensi yang tersedia dapat 

dikelola dan dikembangkan secara optimal. 
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Penelitian ini penting dilakukan karena pengembangan pariwisata desa 

seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan destinasi dan peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas, 

partisipasi, kemandirian, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, 

keberagaman potensi dan pola pengelolaan pada setiap lokasi wisata di Kalurahan 

Banjarasri memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi belum 

optimalnya program, serta upaya perbaikan yang sesuai dengan kondisi setempat. 

Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti memilih judul ini untuk merumuskan 

upaya optimalisasi program pemberdayaan masyarakat agar pengembangan potensi 

pariwisata di Kalurahan Banjarasri dapat dilaksanakan secara lebih partisipatif, 

terkoordinasi, dan berkelanjutan. 

Selain berkaitan dengan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan 

pengelolaan destinasi, pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri 

juga berkaitan dengan aspek pertanahan. Pemanfaatan tanah sebagai lokasi 

destinasi wisata, akses jalan, dan pembangunan sarana pendukung memerlukan 

kejelasan mengenai dasar pemanfaatan tanah, kewenangan pengelolaan, serta 

kesepakatan antara pihak yang menguasai tanah dan pihak pengelola destinasi. 

Kejelasan aspek pertanahan penting untuk mendukung pembangunan fasilitas, 

memberikan kepastian dalam pengelolaan, mencegah potensi permasalahan 

antarpihak, serta menjaga keberlanjutan kegiatan pariwisata berbasis masyarakat. 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kajian mengenai pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan desa wisata telah banyak dilakukan, terutama 

dari sisi strategi pengembangan, implementasi program, partisipasi masyarakat, dan 

faktor-faktor penghambatnya. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji 

belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus 

merumuskan upaya optimalisasinya pada desa dengan potensi dan pola pengelolaan 

wisata yang beragam masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks 

desa yang memiliki berbagai potensi wisata, tetapi belum sepenuhnya dikelola 

melalui pola pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan. 
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Penelitian ini dibatasi pada program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri. Fokus penelitian 

diarahkan pada pelaksanaan program, faktor-faktor yang memengaruhi belum 

optimalnya pelaksanaan program, serta upaya optimalisasinya. Dengan demikian, 

penelitian ini tidak membahas seluruh aspek pembangunan desa secara umum, 

tetapi menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya 

manusia, kelembagaan, koordinasi antarpihak, keberlanjutan program, serta aspek 

pertanahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah dalam pengembangan 

potensi pariwisata. Aspek pertanahan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai 

bagian pendukung tata kelola dan keberlanjutan pengembangan destinasi, bukan 

sebagai fokus utama penelitian. Pembatasan tersebut dilakukan agar penelitian 

lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat 

desa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri?  

2. Apa saja faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di 

Kalurahan Banjarasri? 

3. Bagaimana upaya optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata 

di Kalurahan Banjarasri. 
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3. Merumuskan upaya optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya mengenai 

pemberdayaan masyarakat dan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata desa, 

terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, peran kelembagaan 

lokal, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan keberlanjutan program. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik mengenai 

optimalisasi program pemberdayaan masyarakat di wilayah yang memiliki 

potensi wisata beragam, tetapi belum dikelola secara terpadu dan 

berkelanjutan. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan Banjarasri, BUMDes, pengelola desa 

wisata, Pokdarwis, dan kelompok masyarakat dalam mengoptimalkan program 

pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi program 

yang telah berjalan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi belum 

optimalnya pelaksanaan program, serta merumuskan langkah-langkah 

perbaikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, memperjelas peran 

kelembagaan, dan meningkatkan keberlanjutan pengembangan pariwisata. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan 

potensi pariwisata di Kalurahan Banjarasri secara lebih partisipatif, terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi 

program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di 

Kalurahan Banjarasri, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Banjarasri telah 

berjalan dan berkembang secara bertahap. Proses pemberdayaan bermula dari 

penguatan ekonomi lokal melalui Lembaga Keuangan Mikro, Perundes, dan 

BUMDes, kemudian diperluas ke bidang pariwisata sejak tahun 2021. 

Pelaksanaan program juga memperoleh dukungan dari Dinas Pariwisata 

melalui koordinasi, pembinaan, pelatihan, sertifikasi, dan pembangunan 

fasilitas pendukung. Meskipun demikian, tingkat pelaksanaan program pada 

setiap lokasi wisata belum merata. Bukit Doa Maria Watu Blencong telah 

memiliki kegiatan yang relatif rutin dan memberikan manfaat ekonomi kepada 

masyarakat. Dolan Deso dan Pertenunan Sancta Maria Boro telah memberikan 

manfaat kepada masyarakat yang terlibat langsung, sedangkan MBKD/Watu 

Keker dan Giri Sembung masih berada pada tahap pengembangan. Dengan 

demikian, program telah berjalan, tetapi keterlibatan masyarakat dan manfaat 

ekonominya masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok yang berhubungan 

langsung dengan kegiatan wisata. 

2. Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

potensi pariwisata dipengaruhi oleh empat faktor utama. Pertama, kapasitas 

dan partisipasi masyarakat belum merata, motor penggerak lokal masih 

terbatas, dan terdapat persoalan regenerasi pada beberapa kegiatan. Kedua, tata 

kelola dan kelembagaan belum sepenuhnya kuat karena koordinasi, 

komunikasi, pembagian peran, dan penyampaian informasi kepada masyarakat 

masih perlu diperbaiki. Perbedaan dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah 

pada setiap lokasi wisata juga memerlukan kejelasan dokumen, batas lokasi, 

kewenangan pengelolaan, serta izin atau kesepakatan pemanfaatan. Ketiga, 

pengelolaan dan keberlanjutan kegiatan wisata belum sama pada setiap lokasi 

karena tidak semua destinasi aktif dan memiliki kegiatan rutin. Keempat, 



 

108 

 

dukungan sumber daya dan kondisi lokasi masih terbatas, meliputi modal, 

akses jalan, fasilitas pendukung, promosi, pembekalan masyarakat, regenerasi, 

dan perbedaan karakter setiap destinasi. Keempat faktor tersebut saling 

berkaitan dan menyebabkan pelaksanaan program belum memberikan hasil 

yang luas, merata, dan berkelanjutan. 

3. Upaya optimalisasi program perlu dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan 

sesuai dengan kebutuhan setiap lokasi wisata. Upaya tersebut meliputi 

penataan kawasan dan perbaikan sarana pendukung, penguatan kapasitas 

sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, kejelasan arah 

pengembangan dan koordinasi antaraktor, pemanfaatan dokumen perencanaan 

desa sebagai pedoman, serta pengembangan kegiatan wisata yang lebih rutin 

dan berpihak pada manfaat ekonomi masyarakat. Optimalisasi juga perlu 

didukung melalui inventarisasi dasar penguasaan dan pemanfaatan tanah, 

kejelasan kewenangan pengelolaan, batas lokasi, serta penguatan izin atau 

kesepakatan pada setiap destinasi. Dengan pelaksanaan upaya tersebut secara 

terpadu, program pemberdayaan masyarakat memiliki peluang untuk 

berkembang secara lebih terarah, tertib, partisipatif, mandiri, dan 

berkelanjutan. 

6.2. Saran 

1. Pemerintah Kalurahan Banjarasri bersama BUMDes, desa wisata, Pokdarwis, 

dan pengelola destinasi perlu memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian 

peran, serta meningkatkan penyampaian informasi kepada masyarakat. 

Pemerintah kalurahan juga perlu memastikan kejelasan kewenangan dan dasar 

pemanfaatan tanah pada setiap lokasi wisata. Dalam pembangunan fasilitas 

pariwisata, pengelola perlu memperhatikan kesesuaian tata ruang dan karakter 

fisik wilayah, terutama pada lokasi yang berada di lereng Perbukitan Menoreh. 

Penataan kawasan perlu mempertimbangkan kemiringan lahan, kestabilan 

tanah, sistem drainase, daya dukung lingkungan, dan keselamatan, serta 

dikoordinasikan dengan instansi teknis yang berwenang. Pemerintah kalurahan 

juga perlu mempertimbangkan pendampingan konsultan atau tenaga ahli 

pariwisata untuk membantu menyusun arah pengembangan, penataan 



 

109 

 

kawasan, pengembangan paket wisata, penguatan kelembagaan, dan strategi 

pemasaran yang sesuai dengan potensi serta kondisi setiap lokasi. 

2. Dinas Pariwisata, pemerintah kalurahan, BUMDes, dan pengelola wisata perlu 

melanjutkan pelatihan serta pendampingan masyarakat, memperkuat motor 

penggerak lokal, dan menyiapkan regenerasi pelaku wisata, terutama dengan 

melibatkan generasi muda. Regenerasi diperlukan agar pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, dan tanggung jawab dalam mengelola potensi 

pariwisata dapat diteruskan secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada 

individu atau kelompok tertentu. Pelibatan generasi muda dapat dilakukan 

melalui pelatihan pemanduan, pengelolaan destinasi, promosi digital, 

pengembangan produk wisata, kuliner, kerajinan, dan kegiatan ekonomi 

kreatif. Pengembangan kegiatan wisata juga perlu dilakukan secara lebih rutin 

serta didukung oleh perbaikan akses, fasilitas, promosi, dan pengembangan 

usaha lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan 

berkelanjutan oleh masyarakat. 

6.3. Rekomendasi 

1. Pengembangan pariwisata perlu dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan 

Kalurahan Banjarasri dengan prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

tingkat kesiapan setiap lokasi wisata. Pelaksanaan program juga perlu 

dievaluasi secara berkala berdasarkan partisipasi masyarakat, keberlanjutan 

kegiatan, kondisi fasilitas, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan. 

2. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji dampak ekonomi 

program pemberdayaan masyarakat secara lebih terukur, efektivitas 

kelembagaan pengelola wisata, serta aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah 

dengan menggunakan dokumen resmi. 
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